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BAB V

KESIMPULAN

Pada bagian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari

pembahasan pada bab sebelumnya, antara lain :

1. Gugatan yang dilakukan Debitur terhadap kuratornya dalam putusan
Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 mengajukan pembuktian-pembuktian
yang diberikan oleh Pemohon Kasasi, yang mana pembuktian-
pembuktian tersebut dianggap tidak relevan, sehingga Hakim menolak
permohonan Pemohon Kasasi karena dianggap bahwa argumentasi
Pemohon kasas, Hakim beranggapan bahwa Boyke Panahatan Sinaga
selaku direktur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) serta
Para tergugat Ahli Waris Aim. Fuad Mochammad Baraba itu dianggap
telah melakukan transaksi atas objek sengketa tanah dan Bangunan
dalam kondisi PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum di nyatakan
pailit.

Pembuktian yang dilakukan Pemohon Kasasi dianggap tidak benar
oleh Mahkamah Agung, karena Putusan Pengadilan Niaga Nomor 408
K/Pdt.Sus-Pailit/2015 juncto Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-
PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst., juncto Putusan nomor 04/Pdt.Sus-
Pailit/2015/PN Niaga.Jkt.Pst.,, tanggal 28 agustus 2015, sudah

menyatakan pailit, dan sedang proses pengajuan kasasi.
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Asas Rex Judicate Proveritate Habetur berlaku dalam putusan ini yang
mana putusan hakim harus dianggap benar, sampai ada putusan lain
yang membatalkannya, dalam hal ini Pengadilan Niaga sudah
memutuskan, sedangkan kasasi baru diajukan dan belum ada putusan
Mahkamah Agung yang membatalkannya hanya baru proses

pengajuan kasasi saja.

. Pertimbangan Hukum dalam putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-
Pailit/2017 mengacu terhadap Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-
Pailit/2015 juncto Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.
Jkt.Pst., juncto Putusan nomor  04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN
Niaga.Jkt.Pst., mengenai kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya,
sudah sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepalilitan dimana PT
Asuransi Bumi Asih Jaya dianggap relevan dan telah memenuhi
syarat-syarat dinyatakan pailit telah terpenuhi, maka dari itu adanya
kewajiban bagi Boyke Panahatan Sinaga (Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat) atau pihak lain yang menguasai tanah dan bangunan SHGB
nomor 242/Kejambon untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah
dan bangunan SHGB nomor 242/Kejambon tersebut kepada tim
kurator PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) (Termohon
Kasasi dahulu Penggugat), serta timbulnya kewajiban bagi Boyke
Panahatan Sinaga (Pemohon Kasasi dahulu tergugat) untuk
mengembalikan uang pembayaran hasil penjualan tanah dan

bangunan SHGB nomor 242/Kejambon kepada Tim Kurator PT
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Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) (Termohon Kasasi dahulu

Penggugat).
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